0923

BUPATI SINTANG

P
ERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 4¢TAHUN 2013

TATA CARp

PENG
B AJU
ANGUNAN PER%]\ES,@ PENYELESAIAN KEBERATAN PAJ

N DAN PERKOTAAN KABUPATEN S

TENTANG

AK BUMI DAN
INTANG

DE
NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

_ BUPATI SINTANG,
Menlmbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Rangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata -
Pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajalk Buml,
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagal
pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam
pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap
penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam
huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati
Sintang tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

" Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 1820);

n.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara Yang Bersih Darj Korupsi
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republil
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N

i e
Republik Indonesia Nomor 3851); gara

3. Undang-Undang
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nd

Pemﬁl‘;g‘Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Ne araaléjtasal{ Tindak Pidana KorupSi (Lmor D,
Tamba-hagpubhk Indonesia Tahun 1999 No :

Lemb Republik
° aran Negara Rep
Un?é); 3874) Sebagaimani telah diubah dfﬁzﬁ
Negars . dang Nomor 20 Tahun 2001 {Lembai
Tambthemblik Indonesia Tahun 2001 Nolrggg 13
Nomor 4a1nSO)I_"embafan Negara Republik
U
Kggang‘undang Nomor 17 Tahun 2003 tentall};g(
Irldoanga-ln Negara (Lembaga Negara Repub ;a
Repunbe§1a Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Nega
lik Indonesia Nomor 4286);

g;'%ang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tent%ﬁl%

Inaocndaharaan Negara (Lembaran Negara Repu
Ndonesijg Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
“&ara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
€gara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung JaW%b
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

U_ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retri.bum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 5049)!

11. Und&ng-Undang
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Ung

ang.
?l?mbetgltgﬂdang Nomor 12 Tahun 201
®Mbar an Peraturan Perundang-

Nomor 33 Negara Republik Indonesia T
Ndonegj,~; Tambahan Lembaran Negar

& Nomor 5334);

1 terqgﬂ',%7

Undangan

ahun 201
a Repubhk

Per
at

Dan o Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenta?ﬁ
lnd()ne X el‘lmbangan (Lembaran Negara chub 1
Lembafla TahUn 2005 Nomor 137, ’[‘ambgj'.)an
€gara Republik Indonesia Nomor 4575);

05 tentang

Perat
ur Pemer; 20
erintah Nomor 58 Tahun Negara

an
€n
Rep%leé?itianl Keuangan Daerah (Lembgl‘ . r 140

; omo :
Tamp Ndonesia Tahun 2005 Indonesia

an .
Nomoy 4578)1_‘emb9~fan Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pelayan Per.ly}lsun?m Dan Penerapan RStaSt()jl?ll;
Indone an  Minimal (Lembaran Negara elta)ahan
Lemba o2 Tahun 2005 Nomor 150, Tarm?an
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan .,
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L.
Jenis ];in Pemerintan Nomor 91 Tahun 2010 tentf:gﬁ
Penetapan Daerah yang Dipungut Berdas_afomh
Wajity p,:. KePala Daerah Atau Dibayar Sendiri e
Tahyp 2O.latk (Lembaran Negara Republik Ind:xneara
Rffl:)ul)lik lndNomor 153, Tambahan Lembaran €8

21, Onesia Nomor 5179);

Perat
ahugrgg Daeran Kabupaten Sintang Nomor ii
d€Tah 96 tentang Pedoman Pengelolaan Keuans A

2006 \Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Taht;h

Kabypg o "OF 26, Tambahan Lembaran Daerah
i Paten Sintang Nomor 25), sebagaimana tel

Nomor g €ngan Peraturan Daerah Kabupaten Smtatl‘;f‘;',1
Sintan ahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupa en
Daer g Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lemb?r
ah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
“2, Peratyr

2008 an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun

e tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Smtang
N Mbaran Daeran Kabupaten Sintang Tahun 200

Omor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Smtang Nomor 1);

<3 Qperaturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kjﬁlbupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDFSAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN SINTANG.

1

BAB 1 . .



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
ur - .
Daerah a(?g; Bupati inj yang dimaksud dengan:

abupaten Sintang.

Dina upati Sintang,

S ;

Sintanga_ dalah pingg Pendapatan Daerah Kabupaten

Ke )

Dai?l& Dinas adalan Kepala Dinas Pendapatan
41 Kabupaten Sintang,

Pajai Daer

kontl‘ibusj ah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

wajib kepada Daerah yang terutang oleh

or , pada Daerah yang

béﬁg Pribadi atau badan yang bersifat memaksa
@sarkan  Undang-Undang, dengan  tidak

I

nigﬁdapatkan imbalan secara langsung dan

be nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
Sarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
)tf}ang’ Selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas
Umi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
adan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali
awasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang
meliputi pembayar PBB-P2, pemotong PBB-P2, dan
pemungut PBB-P2, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk membe.rita/hukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Qurat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan
pBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok
pBB-P2 yang terutang.

11. Surat .
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selanjut(rftmapan Pajak Daerah Lebih Bayar yané

ketetapanya disingkat SKPDLB adalah surat

Kelepip PB yang menentukan jumiah

PBB‘PQaIl] Pembayaran PBB-P2 karena jumlah kredit

Aay tidaﬁb‘h besar daripada PBB-P2 yang terutans
12, g Seharusnya,

Keputy san
san Keberatan adalah surat keputus

Terutaiberata“ terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
PBR_p. gSpBB‘PQ, Surat Ketetapan Pajak Daerah
PBBspQ: urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

m tau
Pemyp atau  terhadap  pemotongan a

Htan i i iaj leh
Wajip l;gaj;k_ oleh pihak ketiga yang diajukan Ol

BAB II

PEN
GAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Waji : _
mefa_tl)u? f(ujk aldap‘_it mengajukan keberatan kepada Bupatl
a. SPpr 4 Dinas atas:

b. SKpp; atau
C. SKPDLB;

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak
bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak

bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan
perundang-undangan tentang PBB P2.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara :

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
b. perorangan untuk SKPD, SKPDLB.
Pasal 4

(1) Pengajuan keberatan ~ SPPT  secara  kolektif
sebagaimana dimaksud Qalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
dilakukan untuk setiap SPPT sampai Qengan
Rp_SOO.OOO,OO (lima ratus flbu rup1ah) diajukan
secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

q. asli SPPT yang diajukan keberatan;

b. penghitungan ...

b AT 2

e
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Pe ;
mé‘ngél ungan jumlah PBB-P2 yang terutz}é
mendfltll«;t Wajib Pajak disertai dengan alasan ¥
fot Ung pengajuan keberatannya; '
ide?.ll;‘?m identitas Wajib Pajak dan fowkgl
ltas kuagy Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

fo ; o }

tokopl bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya,
* fOtOko
kﬁ'ter

Pi Izin Mendirikan Bangunan atau 'Sdual;’?t
angan darj Lurah/Kepala Desa setempat;

Surat Permohonan /keterangan dari Lurah'/Kep?ii
;;a S€tempat yang berisi Daftar nama wajid paJ
& Mengajukan keberatan;

tan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) %Zg

) digjukan dalam jangka waktu 3 (tiga) DR

Pas 8gal diterimanya SPPT kecuali apabila Wal'?
dak  aigy kuasanya dapat menunjukkan ba

Jangka wakty itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
lluar kekuasaannya.

Surat Ke
oleh

A : ..berataﬂ yang diajukan harus ditandatangani
Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.

Dalam hal syrat keberatan ditandatangani oleh Kuasa
yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri
dengan surat kuasa.

(4)

Pasal 5

(1) Pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SKPDLB secara
Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat'
(2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut:

a. asli SPPT/SKPD/SKPDLB yang diajukan
keberatan;

b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang
menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan keberatannya;,

c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
dan

e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat
keterangan dar: Lurah/Kepala Desa setempat.

(2) Keberatan .



(3) Dalam hal

(S)

(1)

(2)

(3)

TERE
Q) g
eberat ]
iaj at (1)
SlaJUkain Sebagaimana dimaksud pad;lulay sejak
aanggal dite™ jangka waktu 3 (tiga) A i
Papj) s

i uali
Timanyg SPPT/SKPD/SKPDLB;al ake% e
Setempgy 4 10 Pajak melalui  Lurah/ Kep e
tidak acti dapat menunjukkan bahwa jangka wakgl:],uaj‘
- kekuasaaipnita dipenuhi karena keadaan
Sur o .
°leha\tNK$?beratan yang diajukan harus ditandatangan!
yanzmd}_ltal surat keberatan ditandatangani ol€h Kuasa

. ] iri
den tunjuk Wajib Pajak, maka harus dilamp
AN surat kyasa.

) Pasal 6
g?;srgaj Penerimaan surat keberatan yang d;i]ac_hkan
a t UNtuk memproses surat keberatan adalah : -
anggal terima surat keberatan, dalam ‘
'Sampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
atau kuasanya kepada Dinas; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam

hal disampaikan =melalui pos dengan bukt
Pengiriman surat.

(2) Pengajuan  keberatan yang tidak memenubi
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

_ pengajuan keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau
Pasal 5 ayat (2).

Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan
penagihannya.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (c_iua puluh empat) bulan,
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

(4) Dalam

_,//

g T T

e e



(4)

(S)

(6)

Dg) 0933

Ham
dxkabmkhal keberatan Wajib Pajak ditolak axta-u.\i
mip; 2 sebagian, wajib Pajak dikenai sanis!
Persen) qouf berupa denda sebesar 50% (lima puld
k‘?berat 4 jumlah PBB.P2 berdasarkan keputusadi
dlb&)’arasne dlkurangi dengan PBB-P2 yang telah
am Delum mengajukan keberatan.
bangjy, al Wajip Pajak mengajukan permohonan
S0% (ui Sanksi administratif berupa denda sebesar
ayat (4) ., PUluh persen) sebagaimana dimaksud pada
D ) tld:lk dikenakan, i ‘au
dik Permohonan banding ditola atau
adl'?l?xll'lkan. Sebagian, Wajib Pajak dikenal sanksi
Perse Stratif berupa denda sebesar 100% (seratus
in) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan putusan
telah g'g dikurangi dengan pembayaran PBB-P2 yang
ibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 8

Keputu
S .
SKPDLBan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPD,

a. K

(1)

(4)

iberikan oleh -
Sgr?lala-Dinas’ dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang
Fupigfi1 dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
keb ) yang diajukan secara perorangan/badan dan
€ratan yang diajukan secara kolektif;

+ Bupati, dalam hal jumiah PBB-P2 yang terutang lebih

ari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

lajukan secara perorangan/badan.
Pasal 9

Kffputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi di
Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan
dengan penelitian di lapangan oleh pejabat yang
ditunjuk Kepala Dinas atau Tim yang dibentuk oleh
Bupati.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih
dahulu memberitahukan secara tertulis waktu
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib
Pajak.

Bentuk dan isian laporan hasil penelitian permohonan
keberatan PBB-P2 sebagaimang tercantum dalam
Lampiran IV yang meFPlp?d <an bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10 ...
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(1) Ke Pasal 10
Sebagajsan Kepala Dinss atas pengajuan kebe_:ratit!;lj
lapg anmana dimaksud dalam Pasal 8 huruf & dise€f
‘ asil penelitian keberatan diberikan Painé
am) bulan sejak tanggal diterimanya su
(2) Nan keberatan,

QYat (1San keberatan sebagaimana dlmakSUd p?gi
agi ) dapat berupa menerima seluruhnya alah
B 2y menolak, atau menambah besarnya jum

Yan
(3) g terutang.

a jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
e T vy sssumans St
an gj an, pengajuan keberatan dianggap dika 1\1)\/ b
Pajak lterbitkan keputusan sesuai pengajuan e? n
alam jangka waktu paling lama 1 (satu) bu

terhi . :
elhltung Sejak jangka waktu dimaksud perakhir.
Pasal 11
1 .
< Kepala Dinas meneruskan berkas pengauan

eberaltan kepada Bupati atas pengajuan keberatan
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam
Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Sejak tanggal  diterimanya surat permohonan
keberatan,

(2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya surat permohonan keberatan,
harus memberikan keputusan atas pengajuan
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b disertai laporan hasil penelitian keberatan.

(3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah
PBB-P2 yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum
diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud
berakhir.

Pasal 12

(1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SPPT, SKPD, dan/atau
SKPDLB, Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB
paru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa
mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

2) SPPT, SKPD, SKPDLB \?a}‘u sebagaimana dimaksud
( pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13 |,
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) B Pasal 13
enty tan
g )‘éile‘mat Keputusan atas permohonan Keb%raam
Lamp; Yukan secara perorangan tercantum. o,
(2) Bep, . Cturan ini
nt tan
Vang 4 O'Mat Keputusan atas permohonan Keberar
. Majukan  secara kolektif tercantum ahkan
iDlr:sm 11 Yang merupakan bagian tidak terpis
€raturan Bupati ini.
BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Perg i
201 4turan Bupati inj mulai berlaku pada tanggal 1 Januart
A . .
8Uundangan Peraturan Bupati ini dengan

Denempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2\ bDeCembei 2013

( Wﬂne,{
t/ﬂ /

ILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal z( v, c,0c,r 2013

SEK ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,{

\uZU IFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR Q33



